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 Soekanto (1982: 191): sesuatu bentuk dan
sekaligus mengandung pengertian-
pengertian abstrak perihal norma-norma dan
peraturan-peraturan tertentu yang menjadi
ciri dari lembaga tertentu.

 Koentjaraningrat (1984: 115): memberikan
istilah pranata sosial dengan asumsi bahwa
social institution menunjuk pada adanya
unsur-unsur yang mengatur perilaku
masyarakat



 Sebagai pedoman untuk bertingkah laku
 Menjaga keutuhan masyarakat
 Memberikan pegangan kepada masyarakat

untuk mengadakan sistem pengendalian
sosial yaitu sistem dari masyarakat terhadap
tingkah laku anggotanya.



Kelembagaan sosial terbentuk melalui suatu
proses yang disebut sebagai institusionalisasi
atau kelembagaan nilai-nilai yang dibentuk
untuk membantu hubungan antar manusia di
dalam masyarakat (NORMA). Kekuatan
mengikat dari norma:

1. Cara (usage)
2. Kebiasaan (folkways)
3. Tata Kelakuan (mores)
4. Adat Istiadat (custom)



1. Mempunyai tujuan tertentu
2. Untuk mencapai tujuan di atas memiliki alat

perlengkapan
3. Memiliki Lambang-lambang tertentu dalam

bentuk tulisan atau slogan misalnya pada
kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata.

4. Memiliki tradisi lisan atau tertulis yang 
diwujudkan dalam bentuk adat istiadat, 
norma, tata tertib peraturan atau hukum.



 Berdasarkan perkembangannya
a. crecive Institutions
b. Enacted Institutions

 Berdasarkan sistem Nilai
a. Basic Institutions
b. Subsdiary Institutions

 Berdasarkan Penerimaan Masyarakat
a. Social Sanctioned Institutions
b. Unsanctioned Institutions

 Berdasarkan Penyebarannya
a. General Institutions
b. Restricted Institutions

 Berdasarkan Fungsinya
a. Operative Institutions
b. Regulative Institutions



Social Control (Sistem Pengendalian Sosial) 
dalam kelembagaan sosial bertujuan untuk
mencapai keserasian antara stabilitas dengan
perubahan-perubahan dalam masyarakat, 
baik yang bersifat preventif maupun represif.



1. Sejauhmana fungsi dan optimalisasi
kelembagaan sosial dewasa ini bila dikaitkan
dengan kasus KPK VS POLRI?

2. Sejauhmana Kontrol Publik terhadap
penyimpangan aturan bila dikaitkan dengan
gerakan parlemen online, gerakan massa dll
dewasa ini?


